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BUPATI MUSI RA\ryAS

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR AI TAHUN 2Afi

TENTANG

STANDAR SATUAN BIAYA PERJAI,ANAN DINAS DAN PETUNJUK

PEI,AKSANAAN PERJALANAN DINAS JABATAN BAGI PE"IABAT

NEGARA, PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA, PEGAWAI

TIDAK TETAP DAN NON PEGAWAI DI LINGKUNGAN

PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS

TAHUN ANGGARAN 2OT7

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi

pelaksanaan perjalanan dinas yang feisumber dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Musi Rawas, perlu disusun Standar

Satuan Biaya Pedalanan Dinas dan Petunjuk

Pelaksanaarl Perjalanan Dinas Jabatan Bag
Pejabat Negara, Pegawai Aparatur Sipil Negara,

Pegawai Tidak tetap dan Non Pegawai Tahun

Anggaran 2Ol7;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan

Bupati tentang Standar satuan biaya perjalanan

dinas dan petunjuk pelaksanaan perjalanan dinas

Jabatan dalam negeri bagi pejabat Negara, Pegawai

Aparatur Sipil Negara, Pegawai Tidak tetap dan

Non Pegawai Tahun Anggaran 2OL7.
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Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotaprqia di

Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

182 U;

Undang-Undang Nomor L7 Tahun 2OO3 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 47, Tambahan

kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor

a2861;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OA4 Nomor 5,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor a355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung

Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor aaOO);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

(Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4

Nomor 1O4, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4a2ll;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL+ tentang

Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan

kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor

5587), sebagoimena telatr diubah beberapa kali

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tcntang

2.

3.

4.

5.



9.

Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

367e1;

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ot4 tentang

Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 6, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5+eal;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun

2OOS tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2OO5 Nomor 14O, Tambahan kmbaran Negara

Repubtik Indonesia Nomor 5a78);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun

2005 tentang Pedoman Pembinaan dan

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2OO5 Nomor 165, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2OO8

tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

(SPIP) (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 165, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor a593);

Peraturan Pemerintah Nomor 7L Tahun 2O1O

tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

(Lcmbaran Ncgara Rcpublik Indoncsia Tahun

2O1O Nomor 123, Tambahan kmbaran Negara

Rcpublik Indoncsia Nomor 5165);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 2l Tahun 20ll tentang

10.

11.

t2.
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13.

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 20O6 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55

Tahun 2OO8 tentang Tata Cara Penatausahaan

dan Pen5rusunan Laporan Pertanggungiawaban

Bendahara serta Penyampaiannya;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.O5/

2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi

Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak

Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2Ot2 Nomor 6781;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor I Tahun

2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui

Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan

Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2Ol3 Nomor 6O);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64

Tahun 2013 tentang Standar Akuntansi

Pcmcrintahan Bcrbasis Akrual pada Pcmcrintah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31

Tahun 2016 tentang Pedoman Pen5rusunan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2OL7;

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2OO8 tentang

Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah

Kabupaten Musi Rawas Tahun 2008 Nomor 7);

Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2OLT

(Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun

2OL6 Nomor 15);

14.

16.

17.

18.

19.
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o

20. Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2Ot6 tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran

2Al7 @erita Daerah Kabupaten Musi Rauras

Tahun 2016 Nomor 75), sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2Ol7

tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor

75 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi

Rawas Tahun Anggaran 2A17 @erita Daerah

Kabupaten Musi Rawas Tahun 2OLT Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR

SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DAN

PEf,UNJUK PEI.AKSANAAN PERJAI.ANAN DINAS

JABATAN BAGI PF^IABAT NEGARA, PEGAWAI

APARATUR SIPIL NEGARA, PEGAWAI TIDAK

TETAP DAN NON PEGAWAI DI LINGKUNGAN

PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN

ANGGARAN 2AI7

BAB I

I(ETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.

2.

3.

4.

5.

Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten

Musi Ranras.

Bupati adalah Bupati Musi Rawas.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya

disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Musi Rawas.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, ya.ng selanjutnya

disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah

Kabupaten Musi Raw-as yang dibahas dan disetujui bersama

oleh Pemerintah Kabupaten dan DPRD, dan ditetapkan dengan

Peraturan Daerah.
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10.

6.

7.

8.

12.

13.

L4.

15.

Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah

Kabupaten selaku pengguna a.nggaran/pengguna barang.

Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut

pegawai ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan

pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada

instansi pemerintah.

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah

warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan tertentu,

diangkat sebagai ASN secara tetap pejabat pembina

kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintah.

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Keda yang selanjutnya

disingkat PPPK adalah warga ncgara Indoncsia yang

memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan

pcrjanjian kcrja unttrk jangka waktu tcrtcntu dalam rangka

melaksanakan tugas pemerintahan.

Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disebut PTT adalah

Pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu

guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan

yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan

kebutuhan dan kemampuan organisasi.

Non Pegawai adalah Masyarakat atau Pihak ketiga

yang ikut melaksanakan program dan kegiatan Pemerintah.

Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya

disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan

daerah yaurtg selanjutnya disebut dengan kepala SKPID yang

mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan

bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.

Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD

adalah PPI(D yang bertindak dalam kapasitas sebagai

Bendaharan Umum Daerah.

Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan

penggunaan anggaran unttrk melaksanakan tugas pokok dan

tungsi SKPD yang dipimpinnya.

Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat

Kuasa BUD adalah pejabat yang diberikan kuasa untuk

melaksanakan ttrgas BUD.

3

11.

a

16.
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t7. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat

KPA adalah Pejabat yang memperoleh kuasa dari
Pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagran

kewenangan dan tanggung jawab penggunaan €rnggaran pada

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK

adalah Pejabat yang memperoleh kuasa sebagai pemilik

pekerjaan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan

pengadaan barang dan jasa dari segi administrasi, Iisik,

keuangan dan fungsional.

Pejabat Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah yang

selanjutnya disingkat PPK-PD adalah pejabat yang

melaksanakan fungsi talta usaha keuangan pada Perangkat

Daerah.

Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu

adalah pcjabat fungsional yang ditunjuk mcncrima,

menyimpan, ffiembayarkan, menatausahakan dan

mcmpcrtanggungiawabkan uang untuk kcpcrluan bclanja

daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat

Dacrah.

21. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjut disingkat

PPTK adalah pejabat yang diangkat oleh Pengguna Anggaran

dalam melaksanakan program/ kegiatan.

Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang selanjutnya disebut

Perjalanan Dinas adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan

yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk
kepentingan Negara, terdiri dari Perjalanan Dinas Luar Daerah

dan Perjalanan Dinas Dalam Daerah.

Perjalanan Dinas Jabatan adalah Perjalanan Dinas melewati

batas daerah dan/atau dalam daerah dari tempat kedudukan

ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas, dan kembali ke

tempat kedudukan semula di dalam negeri.

Perjalanan Dinas Pindah adalah Perjalanan Dinas dari tempat

kedudukan yang lama ke tempat kedudukan yang baru

berdasarkan surat keputusan pindah.

18.

19.

o
20.

a oo

23.

24.
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a

25. Pengumandahan (Detaseingl adalah penugasan sementara

26.

waktu.

Surat Perintah adalah Naskah dinas dari atasan yang ditujukan

kepada bawahan yang berisi perintah untuk melaksanakan

pekerjaan tertentu.

Surat Perintah Ttrgas adalah naskah dinas dari atasan yang

ditujukan kepada bawahan yang berisi perintah untuk
melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Surat Perintah Pe{alanan Dinas yang selanjutnya disingkat

SPPD adalah naskah dinas dari pcjabat yang bcrwcnang

kepada bawahan atau pejabat tertentu untuk melaksanakan

pcrjalanan dinas.

Pelaksana SPPD adalah Pejabat Negara, Aparatur Sipil

Negara, Pegawai Tidak Tetap dan Non Pegawai yang

melaksanakan Perjalanan Dinas.

Lumpatm adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung

terlebih dahulu (pre-ulanlated omounQ dan dibayar sekaligus.

Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan

kebutuhan riil (at oosd berdasarkan ketentuan berlaku.

Perhihrngan Rampung adalah perhitungan biaya Perjalanan

Dinas yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan

ketentuan berlaku.

Tempat Kedudukan adalah lokasi kantor/ Perangkat Daerah.

Tempat ftrjuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan

Perjalanan Dinas.

Tempat turiuan pindah adalah tempat/kota tujuan pindah.

Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang

selanjutnya disingkat RKA- Perangkat Daerah adalah dokumen

rencana keuangan tahunan SKPD yang disusun oleh kepala

Perangkat Daerah-

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang

selanjutnya disingkat DPA-PD / DPPA-PD adalah dokumen

yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang

digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh

pengguna anggaran.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.
a

35.

36.

37.

.7



(1)

(2t

38. Standar Biaya adalah satuan biaya paling tinggi yang

ditetapkan sebagai Standar Biaya Masukan maupun Standar

Biaya Keluaran sebagai acuan perhitungan kebutuhan

anggaran RKA - Perangkat Daerah / RKPA- Perangkat Daerah.

Pasal 2

Pejabat Negara, DPRD, Pegawai Aparatur Sipil Negara, Pegawai

Tidak tetap, dan Non Pegawai yang akan melaksanakan

perjalanan dinas harus terlebih dahulu mendapat

persetujuan / perintah atasannya/ kepala Perangkat Daerah yang

memerintahkan.

Pegawai Tidak tetap dan Non Pegawai sebagaimana dimaksud

ayat (1) adalah:

a. Pegan'ai Tidak Tetap yang diangkat untuk jangka wakflr

tertentu gr,rna melaksanakan turgas pemerintahan dan

pembangunan yang bersifat teknis profesional dan

administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan

organisasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Musi Rawas.

b. Non Pegawai yang terdiri dari Masyarakat atau Pihak

ketiga yang dihrgaskan Bupati/Wakil Bupati, Sekretaris

Daerah dan/atau Kepala Perangkat Daerah untuk

melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan tugas

pokok dan fungsi SKPD di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Musi Rawas serta diberikan biaya perjalanan

dinas sesuai tingkat penggolongan.

BAB II

RUANG LINGKUP PER"IALANAN DINAS

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mengatur

pertanggungiawaban Perjalanan

DPRD, Pegawai Negeri, Pegawai

Tetap dan Non Pegaw'ai y'ang

Pendapatan dan Belanja Daerah.

mengenai pelaksanaan dan

Dinas bagt Pejabat Negara,

Pemerintah, Pegawai Tidak

dibebankan pada Anggaran

(1)
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{21 Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1} meliputi:

a. Perjalanan Dinas Jabatan; dan

b. Perjalanan Dinas Pindah.

(3) Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Aparatur Sipil Negara/Pegawai Negeri Sipil;

b. Calon Aparatur Sipil Negara/Calon Pegawai Negeri Sipil;

c. Anggota Tentara Nasional Indonesia; dan

d. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB III

PRINSIP PERJAI,ANAN DINAS

Pasal 4

Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip

sebagai berilmt:

a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan

prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan ;

b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian

kinerja Perangkat Daerah;

c. elisiensi penggunaan belanja daerah; dan

d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan Perjalana.n Dinas

dan pembebanan biaya Perjalanan Dinas.

BAB IV

PERJALANAN DINAS JABATAN

Pasal 5

(1) Perjalana.n dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

ay at (21 digolongkan menj adi:

a. Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kabupaten.

b. Perjalanan Dinas ke luar daerah di dalam wilayah Provinsi

Sumatera Selatan.

c. Perjalanan Dinas Keluar Provinsi Sumatera Selatan.

2
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(21 Lama perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),

masing- masing adalah:

a. Dalam Kabupaten maksimum 2 (dua) hari, kecuali perjalanan

yang memiliki kewenangan khusus seperti Inspektorat,

Pengawas Lapangan disesuaikan dengan kebutuhan;

b. Keluar daerah dalam wilayah Provinsi Sumatera Selatan

maksimum 3 (tiga) hari, kecuali kegiatan yang sudah

ditetapkan wakhr pelaksanaannya yang melebihi dari 3 (tiga)

hari.

c. Keluar daerah Provinsi Sumatera Selatan maksimum 5 (lima)

hari, kecuali kegiatan yang sudah ditetapkan waktu

pelaksanaannya y-ang melebihi dari 5 (lima) hari.

Perjalanan dinas jabatan dilakukan dalam rangka:

a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;

b. mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya;

c. pengumandahan (detasering) di luar tempat kedudukan;

d. ditugaskan untuk menempuh ujian dinas/ujian jabatan yang

diadakan di luar tempat kedudukan;

e. diharuskan menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai

Negeri atau menghadap seor€ulg dokter penguji kesehatan

y{rg ditunjuk yang berada diluar tempat kedudukan, untuk

mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya

guna kepentingan jabatan;

f. harus memperoleh pengobatan di luar tempat kedudukan

berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cidera

pada waktu/ karena melakukan tugas.

g. untuk mendapatkan pengobatan di luar tempat kedudukan

berdasarkan keputusan Mqjelis Penguji Kesehatan pegawai

Negeri;

h. mengikuti pendidikan dan pelatihan;

i. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenaz,ah

pejabat Negara/pegawai negeri yang meninggal dunia dalam

melakukan perjalanan dinas.

j. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah

pejabat Negara/pegawai negeri yang meninggal dunia dari

tempat kedudukan yang terakhir ke kota tempat pemakaman.

(3)
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k. perjalanan dinas untuk mengikuti rapat, bimbingan teknis,

studi banding, sosialisasi, pameran serta kegiatan spesifik

lainnya yang sudah ditetapkan jadwal kegiatannya, termasuk

hari Sabtu, Minggu, dan Libur Nasional; dan

l. kegiatan spesifft lainnya sebagaimana dimaksud pada huntf k

antara lain:

1. penugasan pemeriksaan.

2. penugasan survei dan/atau pengumpulan data.

3. penugasan mengikuti pertandingan/lomba.

Pasal 6

(1) Pelaksana pedalanan dinas jabatan oleh Pelaksana SPPD

dilakukan sesuai dengan perintah atasan Pelaksana SPPD yang

tertuang dalam Surat T\rgas.

(21 Surat T\rgas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan

oleh:

a. Kepala Perangkat Daerah untuk Perjalanan Dinas

Jabatan yang dilakukan pelaksana SPPD pada satuan kerja

berkenaan;

b. Bupati/Sekretaris Daerah untuk Perjalanan Dinas

Jabatan yang dilakukan Pejabat Eselon Il/Kepala Peranglat

Daerah;

c. Ketua DPRD untuk Perjalanan Dinas yang dilalflIkan

oleh Dewan Perwakilan Ralryat Daerah;

d. Ketua TP-PKK Kabupaten untuk perjalanan dinas yang

dilakukan oteh Pengurus dan €urggota TP-PKK Kabupaten;

e. Ketua TP-PKK Kecamatan untuk perjalanan dinas yang

dilakukan oleh pengurus dan anggota TP-PKK Kecamatan; dan

f. Kehra TP-PKK Kelurahan/Desa untuk pengurus dan anggota

TP-PKK Kelurahan / Desa.

(3) Surat T\.rgas sebagaimana dimaksud pada ayat (21

paling sedikit mencantumkan hal-hal s,sbagai berilmt:

a. Pemberi tugas;

b. Pelaksana tugas;

c. Waktu pelaksanaan tugas; dan

d. Tempat pelaksanaan tugas.
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{4) Kewenangan penerbitan Surat T\rgas sebagaimana dimaksud

pada ayat l2l dapat didelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk.

BAB V

BIAYA PER.IALANAN DINAS JABATAN

Pasal 7

(1) Biaya Perjalanan Dinas Jabatan terdiri atas komponen-

komponen sebagai berikut:

a. uang harian;

b. biaya Transport;

c. biaya penginapan;

d. uang representasi;

e. sewa kendaraan dalam Kota; dan/atau

{2} Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri

atas:

a. uang makan;

b. uang Transport lokal (dari hotel/penginapan ke kantor tqiuan

dan sebaliknya); dan

c. uang saku.

(3) Biaya Transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
terdiri atas:

a. perjalanan dinas dari Tempat Kedudukan sampai Tempat

Tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke

tcrminal bus/ stasiun/ bandara/ pclabuhan kcbcrangkatan.

b. retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/

bandara/ pclabuhan kcbcrangkatan dan kcpulangan.

c. biaya taksi keluar daerah dari tempat kedudukan sampai

kc tcmpat tqiuan kcbcrangkatan kc tcrminal bus/ stasiun/

bandaralpelabuhan keberangkatan dan kepulangan.

(4) Biaya pcnginapan scbagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap

di hotcl atau di tcmpat mcnginap lainnya.



(5) Dalam hal Pelaksana SPPD tidak menggunakan biaya

penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berlaku

ketentuan sebagai berikut:

a. Pelaksana SPPD diberikan biaya penginapan sebesar 3O% (tiga

puluh persen) dari tarif hotel di Kota Tempat Tujuan

sebagaimana diatur dalam Lampiran I yang merupakan bagran

yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini dan

merupakan batas tertinggi;

b. Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a

dibayarkan secara lumpsum.

Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d

dapat diberikan kepada Pejabat Negara dan Pejabat Eselon II

selama melakukan Perjalanan Dinas.

Sewa kendaraan dalam Kota ss$agaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf e dapat diberikan kepada Pejabat Negara dan Pimpinan

DPRD yang hanya diperkenankan untuk menghadiri rapat-rapat

dan undangan resmi (diluar perjalanan dinas yang bersifat

koordinasi, konsultasi, bimbingan teknis ataupun sosialisasi).

Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (71 sudah

tcrmasuk biaya unhrk pcngcmudi, bahan bakar minyak, dan

pqiak.

Pasal 8

(1) Biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada

Pasal 7 ayat (1), digolongkan dalam 8 (delapan) tingkatan, yaiflr:

a. Ting!<at A untuk Bupati dan Ketua DPRD;

b. Tingkat B untuk Wakil Bupati dan Wakil Ketua DPRD;

c. Tinglrat C unttrk Anggota DPRD dan Sekretaris Daeratr;

d. Tingkat D untuk Pejatrat Eselon IIb;

e. Tingkat E untuk Pejabat Eselon III dan ASN Golongan Ruang

fv/b keatas;

f. Tingkat F untuk Pejabat Eselon IV dan ASN Golongan III/b
sampai dengan Golongan ruang IY la;

g. Tingkat G untuk Aparatur Sipil Negara sampai dengan

Golongan lll / a; dan

h. Tingkat H untuk Pegawai Tidak Tetap dan Non pegawai.

(6)

(71
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(2) Biaya Perjalanan Dinas Tim Penggerak Pemberdayaan

Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Musi Rawas, dengan rincian

sebagai berikut:

a. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga

Kabupaten disetarakan dengan perjalanan dinas golongan D

{setara dengan Pejabat Eselon IIb).

b. Pengurus dan anggota Tim Penggerak Pemberdayaan

Kesejahteraan Keluarga Kabupaten, serta Ketua Tim

Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kecamatan

disetarakan dengan perjalanan dinas golongan F (setara

dengan Pejabat Eselon IV).

c. Pengurus dan anggota Tim Penggerak Pemberdayaan

Kesejahteraan Keluarga Kecamatan, Ketua, Pengurus dan

Anggota TP-PKK Kelurahan/Desa, disetaralian dengan

perjalanan dinas golongan H;

r,(3i; Biaya Perjalanan Dinas Anggota Tentara Nasional Indonesia serta

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang terkait

dengan pelaksanaan Kegiatan di Perangkat Daerah disetarakan

dengan perjalanan dinas golongan F (setara dengan Pejabat

Eselon IV).

(!) Biaya Perjalanan Dinas Non PNS selaku Ajudan Bupati dan

Wakil Bupati, Sopir Bupati atau Ketua DPRD, Sopir Wakil Bupati

atau Wakil Ketua DPRD, dan Sopir Sekda dapat disetarakan

dengan perjalanan dinas Aparatur Sipil Negara Golongan G.

(5) Biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diberikan berdasarkan tingkat biaya perjalanan dinas,

dengan ketentuan sebagai berikut:

a. uang harian dibayarkan secara lumpsum dan merupakan

batas tertinggi sebagaimana diatur dalam Lampiran I yang

merupakan bagian y'ang tidak terpisahkan dari Peraturan

Bupati ini dan merupakan batas tertinggi;

b. biaya Transport pegawai dibayarkan sesuai dengan Biaya

Pengeluaran Riil berdasarkan Fasilitas Transport sebagaimana

tercantum dalam Lampiran I yang merupak4l lagtan tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini dan merupakan batas

tertinggi;
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c. biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil dan

berpedoman pada Lampiran I yang merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini dan merupakan

batas tertinggi;

d. uang representasi dibayarkan secara fumpstlm dan merupakan

batas tertinggi sebagaimana diatur dalam Lampiran I yang

merupakan bagran yang tidak terpisahkan dari Peraturan

Bupati ini dan merupakan batas tertinggi;

e. sewa kendaraan dalam Kota dibayarkan sesuai dengan Biaya

Riil dan berpedoman pada Lampiran I yang merupakan bagran

yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini dan

merupakan batas tertinggi;

Pasal 9

(1) Pedalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti rapat, seminar, dan

sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) hurrf b
dilaksanakan dengan biaya Perjalanan Dinas Jabatan yang

ditanggung oleh panitia penyelenggara.

(2) Dalam hal biaya Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti

rapat, seminar, dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) tidak ditanggung oleh panitia penyelengBil&, biaya Perjalanan

Dinas Jabatan dimaksud dibebankan pada DPA Perangkat

Daerah Pelaksana SPPD, dengan Standar Satuan Biaya

Perjalanan Dinas sebagaimana tercantum dalam L,ampiran I y'ang

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perahrran Bupati

ini dan mempakan batas tertinggi.

(3) Dalam hal biaya Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti

rapat, scminar, dan scjcnisnya scbagaimana dimaksud pada ayat

(1) dimana penginapan dan konsumsi selama kegiatan

ditanggung olch panitia pcnyclcnggara, maka biaya pcnginapan

tidak dapat dibayarkan sedangkan uang harian dibayarkan

scbcsar 5Oo/o (lima puluh pcrscn) dari bcsaran uang harian

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang mempakan

bagran yang tidak tcrpisahkan dari Pcratrrran Bupati ini.

t6



(4)

(s)

Panitia penyelenggara menyampaikan pemberitahuan mengenai

pembebanan biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21 dalam surat/undangan

mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya.

Dalam hal Pedalanan Dinas Jabatan dilakukan secara bersama-

s€una untuk melaksanakan suatu kegiatan rapat, seminar, dan

sejenisnya, selumh Pelaksana SPPD dapat menginap pada

hotel/ penglnapan yang sama.

Pasal 1O

(1) Dalam hal jumlah hari Perjalanan Dinas Jabatan melebihi

jumlah hari yang ditetapkan dalam Surat Tugas/SPPD dan tidak

disebabkan oleh kesalahan/ kelalaian Pelaksana SPD dapat

diberikan tambahan uarlg harian, dan biaya penginapan,

sepanjang kelebihan tersebut bukan disebabkan

kesalahan/kelalaian pejabat Negara/Pegawai aAparatur Sipil

Negara/ Non Pegawai bersanglutan.

(21 Tambahan uang harian, dan biaya penginapan sebagaimana

dimaksud pada ayat (l) dapat dimintakan kepada PPTK untuk

mendapat persettrjuan dengan melampirkan dolnrmen berupa:

a. Surat keterangan kesalahan/kelalaian dari Syahbandul

Kepala Bandara/pemsahaan jasa Transportasi lainnya;

dan/atau

b. Surat kctcrangan pcrpanjangan hrgas dari pcmbcri ttrgas-

(3) Berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (21

PPTK membebankan biaya tambahan uang harian dan biaya

penglnapan pada DPA Perangkat Daerah berkenaan.

(a) Tambahan uang harian dan biaya penginapan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dipertimbangkan untuk hal-

hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf e

sampai dengan hurufj.

a

o
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(5)

(6)

Dalam hal jumlah hari Perjalanan Dinas kurang dari jumlah hari

yang ditetapkan dalam SPPD, Pelaksana SPPD harrs

mengembalikan kelebihan uang harian, biaya penginapan, uang

representasi, dan sewa kendaraan dalam Kota yang telah

diterimanya kepada PPTK/ Bendahara pengeluaran.

Ketentuan pengembalian kelebihan uang harian, biaya

penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan dalam Kota

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak berlaku untuk

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf ayat (3)

huruf j.

Pasal l,1

Penganggaran untuk orientasi dan pendalaman tugas benrpa

pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi,

workshop, lokakarya, seminar atau sejenisnya yang terkait

dengan pengembangan kapasitas sumber daya manusia bagt

Pejabat Daeratr dan Staf Pemerintah Daerah, Pimpinan dan

Anggota DPRD serta unsur lainnya seperti tenaga ahu

diprioritaskan penyelenggaraannya berpedoman pada ketentuan

yang berlalar.

Satuan biaya diklat pimpinan/stmkhrral merupakan satuan

biaya yang digUnakan unhrk perenczrnaan kebuttrhan biaya

diklat penjenjangan bagr pejabat/pegawai yang akan/telah

mcnduduki jabatan tcrtcntu dan Sahran biaya Latihan

Prajabatan, biaya observasi lapangan dan perjalanan dinas

pcscrta bcrpcdoman pada kctcnhran yang bcrlaku-

Biaya Perjalanan Dinas Jabatan dibebankan pada Dokumen

Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah penerbit SPPD-

(4) Hasil perjalanan dinas jabatan dilaporkan secara tertulis

kepada yang memberikan perintah tugas, dan diinformasikan

kepada Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas dan

fungsi pada program dan kegiatan.

(1)

(21

(3)
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BAB VI

PERJAI,ANAN DINAS PINDAH

Pasal 12

(1) Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

ayat (2) merupakan perjalan€rn dinas dari tempat kedudukan

yang lama ke tempat kedudukan yang bam di luar daerah

berdasarkan Surat Keputusan Pindah bagi Pejabat Negara dan

pegawai Aparatur Sipil Negara beserta keluarganya yang sah.

(2) Surat Keputusan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan.

(3) Keluarga yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri

dari:

a. isteri/suami yang sah sesuai ketentuan Undang-Undang

Perkawinan yang berlaku;

b. anak kandung, anak tiri, dan anak angkat yang sah menumt

hukum yang berumur paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun

pada waktu berangkat, belum pernah menikah, dan tidak

mempunyai penghasilan sendiri;

c. anak kandung, anak tiri, dan anak angkat yang sah menumt

hukum yang berumur lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun,

yang menurut surat keterangan dokter mempunyai cacat yang

menjadi sebab ia tidak dapat mempunyai penghasilan sendiri;

d. anak kandung perempuan, anak tiri perempuan, dan anak

angkat pcrcmpuan yang sah mcnumt hukum yang bcrumur

lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun yang tidak bersuami dan

tidak mcmpunyai pcnghasilan scndiri.

(a) Perjalanan Dinas Pindah dilakukan dalam rangka:

a. pindah tugas dari Tempat Kedudukan yang lama ke Tempat

Tujuan Pindah;

b. pemulangan Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang

diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun atau

mendapat uang tunggu dari Tempat Kedudukan ke Tempat

Tujuan menetap;

19?



c. pemulangan Pegawai Tidak Tetap yang diberhentikan karena

telah berakhir masa kerjanya dari Tempat Kedudukan ke

tempat fl{uan menetap, sepanjang diatur dalam perjanjian

kerja;

d. pengembalian Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang mendapat

uang hrnggu dari Tempat Kedudukan ke Tempat T[juan yang

ditentukan untuk dipekerjakan kembali.

(5) Pengqiuan perjalanan dinas pindah berlaku untuk jangka waktu

1 (sattr) tahun anggaran.

BAB VII

BIAYA PERJAI.,ANAN DINAS PINDAH

Pasal 13

(1) Biaya Perjalanan Dinas Pindah terdiri atas komponen sebagai

berikut:

a. biaya Transport pegawai;

b. biaya Transport keluarga yang sah;

c. biaya pengepakan dan angkutan barang; dan/atau

d. uang harian.

(21 Biaya Transport pegawai dan biaya Transport keluarga yang sah,

biaya pengepakan dan angkutan barang dibayarkan sesuai

kebutuhan nyata.

(3) Uang harian Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1) huruf d diberikan untuk pegawai bersangkutan

dan masing-masing anggota keluarga yang sah dengan

ketentuan sebagai berikut:

a. selama 3 (tiga) hari setelah tiba di tempat tujuan

pindah/ menetap yang baru;

b- paling lama 2 (dua) hari untuk tiap kali menunggu sambungan

(transit) dalam hal perjalanan tidak dapat dilakukan langsung;

c. sebanyak jumlah hari tertahan dalam hal pegawai yang

bersangkutan jatuh sakit dalam Perjalanan Dinas Pindah, satu

dan lain hal menumt keputusan KPA; atau

,o4
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(5)

(71

(8)

(e

d. sebanyak jumlah hari tertahan dalam hat pegawai yang sedang

rnenjalankan Perjalanan Dinas Pindah mendapat perintah dari

pejabat yang menerbitkan surat Tfrgas untuk melakukan

tugas lain guna kepentingan Negara

Biaya pengepakan dan angkutan barang termasuk untuk

bongkar muat pergudangan sebagaimana tercanhrm dalam

Peratrrran Menteri Keuangan tentang Standar Biaya'

Biaya pengepa}an dan ang}mtan barang dengan menggunakan

kendaraan angkutan darat diberikan sebesar 5O% (lima puluh

persen) dari satuan biaya sesuai Peraturan Menteri Keuangan

mengenai Standar BiaYa.

(6) Satuan volume pengepakan dan angkutan barang yang

digunakan sebagai dasar perhihrngan sebagaimana tercantum

dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya.

Penggolongan tingkat Biaya Perjalanan Dinas Pindah

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengacu pada ketenhran

sebagaimana dimaksud dalam Pasal I ayat (ll-

Perjalanan Dinas Pindah yang dilakukan dalam rangka pindah

tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (a) huruf a

atas permintaan sendiri, tidak diberikan biaya Perjalanan Dinas.

Biaya Perjalanan Dinas Pindah dibebankan pada DPA Perangkat

Daerah yang menerbitkan surat keputusan pindah/ mutasi,

dalam I (satu) tahun anggaran berkenaan, dengan satuan biaya

perjalanan dinas pindah berpedoman pada Peraturan Menteri

Keuangan tentang Standar BiaYa.

BAB VIII

PERJAI,ANAN DINAS KE LUAR NEGERI

Pasal 14

Pejabat Negara/Pejabat daerah/ASN yang melaksanakan

perjalanan dinas ke Luar Negeri berpedoman pada Instruksi

Presiden Nomor 11 Tahun 2OO5 tentang perjalanan Dinas ke Luar

Negeri, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016

tentang Pedoman Perjalanan Dinas ke Luar Negeri bagi Aparatur

/42t/
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Sipil Negara Kementerian dalam Negeri dan Pemerintah Daerah,

Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota

DPRD, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.O2|2OL6

tentang Pedoman Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017.

BAB IX

PELAKSANAAN DAN PROSEDUR PEMBAYARAN BIAYA

PER"IAI.ANAN DINAS

Pasal 15

Pembayaran biaya perjalanan dinas dilakukan melalui mekanisme

UP/GU/TU dan/atau mekanisme Pembayaran Langsung (LS).

Pasal 16

Pembayaran biaya perjdanan dinas melalui mekanisme

UP/GU/TU dilakukan dengan memberikan uang muka kepada

Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara yang

melaksanakan perjalanan dinas oleh Bendahara Pengeluaran

dari UP/GU/TU yarrg dikelolanya sesuai dengan kemampuan

anggaran yang tersedia pada DPA/DPPA kegiatan.

Pemberian uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

berdasarkan persetujuan pemberian uang muka dari PA/KPA

kepada Bendahara Pengeluaran dengan melampirkan dokumen

scbagai bcrikut:

a. Surat Perintah sebagaimana tercantum pada Lampiran III yang

merupakan bagran tidak terpisahkan dari peraturan Bupati

ini;

b. Surat Perintah Tugas sebagaimana tercantum pada Lampiran

III yang merupakan bagran tidak terpisahkan dari peraturan

Bupati ini;

c. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) sebagaimana

tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagran tidak

terpisahkan dari peraturan Bupati ini;

d. kuitansi tanda terima uang muka;

(21
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e. surat pernyataan tanggungiawab uang muka; dan

f. rincian perkiraan biaya Perjalanan Dinas.

(3) Setelah melaksanakan perjalanan dinas, pelaksana SPPD

menyampaikan pertanggungiawaban perjalanan dinas kepada

pejabat benvenang untuk dilakukan perhitungan rampung,

untuk selanjutnya oleh Bendahara pengeluaran diajukan Ganti

Uang (GU) atau dipcrtanggungiawabkan scbagai

pertanggungiawaban Tambah Uang (TU) melalui prosedur dan

kctcntrran yang bcrlaku-

Pasal 17

Pembayaran biaya perjalanan dinas dengan Mekanisme LS

dilakukan melalui:

a. Perikatan dengan penyedia jasa;

b. Bendahara Pengeluaran; atau

c. Pelaksana SPPD

Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan melalui perikatan

dengan penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurrf
a meliprrti:

a. Perjalanan Dinas .Iabatan dalam rangka pelaksanaan tugas

dan fungsi yang melekat pada jabatan; dan

b. Perjalanan Dinas Jabatan dalam rangka mengikuti rapat,

seminar dan sejenisnya.

Penyedia jasa untuk pelaksanaan pedalanan dinas dapat berupa

euent arganizer, biro jasa perjalanan, perusahaan jasa

Transportasi, dan perusahaan jasa perhotelan/pengrnapan.

Penetapan penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

dilakukan sesuai ketentuan yang mengatur pengadaan

barang/jasa pernerintah.

Komponen biaya perjalanan dinas )'ang dapat dilaks"tnakan

dengan perikatan meliputi biaya Transport termasuk
pembelian/ pengadaan tiket dan / atau biaya penginapan.

(U

lzt

(3)
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(s)
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(6)

{71

Kontrak/perjanjian dengan penyedia jasa dapat dilalmkan untuk

1 (satu) paket kegiatan atau untuk kebutuhan periode tertentu.

Nilai satuan harga dalam kontrak/pedanjian tidak

diperkenankan melebihi tarif tiket resmi yang dikeluarkan oleh

perusahaan jasa Transportasi atau tarif pengnapan/hotel resmi

yang dikeluarkan oleh penyedia jasa penginapan/hotel.

Pasal 18

(1) PA/KPA melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan Perangkat

Daerah meneliti kelengkapan dokumen sPP-Ls yang diqiukan

oleh Bendahara Pengeluaran.

(2) Dalam hal dokumen y€rng diqiukan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) tidak lengkap, Pejabat Penatausatraan Keuangart

perung!<at daerah mengembalikan dokumen SPP-LS kepada

Bendahara pengeluaran untuk dilengkapi.

(3) Dalam hat dokumen SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dinyatakan lengkap dan sah, PA/KPA menerbitkan SPM-LS.

(a) Dalam hal dokumen SPP-LS sebagaimana dimaksud ayat (1)

tidak lengkap dan/atau tidak sah, PA/KPA menolak menerbitkan

SPM.LS.

(5) SPM-LS yang telah diterbitkan diajukan kepada Bendahara

umum Daerah atau Perangkat Daerah yang ditunjuk untuk

mcncrbitkan SP2D.

Pasal 19

(1) Dalam hal perjalanan dinas telah dilakukan sebelum biaya

pedalanan dinas dibayarkan, pembayaran biaya perjalanan dinas

dapat dilakukan dengan mekanisme Pembayaran langsung

melalui rekening Bendahara pengeluaran atau kepada rekening

Pejabat Negara yang telah melakukan perjalanan dinas.
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(2) Pembayaran biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), dengan melampirkan:

a. Surat Pengantar

b. Ringkasan SPP-GU/LS

c. Lampiran SPP-GU/LS

d. Daftar Nominatif Pejabat/Pegawai Aparatur Sipil Negara yang

melakukan perjalanan dinas yang memuat informasi nama,

Nomor Induk pegawai, Panglat, Golongan, statrls, tujuan,

tanggal berangkat, lama perjalanan, jumlah uang,

ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

c. Surat Pcrintah scbagaimana tcrcantum pada L^ampiran III yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati

ini.

f. Surat Perintah tugas sebagaimana tercantum pada l.ampiran

III yang mempakan baglan tidak terpisahkan dari peraturan

Bupati ini.

g. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) sebagaimana

tercantum pada L,ampiran III yang merupakan bagran tidak

Grpisahkan dari peraturan Bupati ini.

h. Rincian Biaya Perjalanan Dinas.

i. Bukti pengeluaran tiket/travel/bus/kereta api/kapat

laut/boarding pass tiket pesawat/bill BBM/Bukti sewa

kendaraan I dar, bill hotel/ penginapan.

j. Daftar pengeluaran riil sebagaimana tercantum pada Lampiran

III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan

Bupati ini.

k. I.aporan Hasil Pedalanan Dinas.



BAB X

PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA PERJAI,ANAN DINAS

Pasal 2O

(1) Pelaksana perjalanan dinas mempertanggungiawabkan

pelaksanaan Perjalanan Dinas kepada pemberi tugas dan biaya

Perjalanan Dinas kepada PA/KPA paling lambat 5 (lima) hari
kerja setelah Perjalanan Dinas dilaksanakan.

(2) Pertanggungiawaban biaya Perjalanan Dinas Jabatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan

dokumen berupa:

a. Surat Perintah, sebagaimana tercantum pada Lampiran tll
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan

Bupati ini;

b. Surat Perintah Tugas yang sah dari atasan Pelaksana SPPD

sebagaimana tercantum pada L,ampiran III yang merupakan

bagran tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini;

c. SPPD yang telah ditandatangani oleh PPTK dan pejabat di

tempat pelaksanaan Perjalanan Dinas atau pihak terkait yang

menjadi Tempat Tujuan Perjalanan Dinas sebagaimana

tercanhrm pada Lampiran III yang menrpakan bagian tidak

terpisahkan dari peraturan Bupati ini;

d. Tiket pesawat, boardirq pass, airport tax, retibusi, dan bukti
pembayaran moda Transportasi lainnya;

e. Daftar Pengeluaran Riil sesuai dengan format sebagnimana

tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

f. bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam Kota

bempa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang

dikeluarkan oleh badan usatra yang bergerak di bidang jasa

penyewaan kendaraan; dan

g. bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya.
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(3) Dalam hal bukti pengeluaran Transportasi dan/atau penginapan

sebagaimana dimaksud pada ayat {21huruf c, huruf e, dan huruf

f tidak diperoleh, pertanggungiawaban biaya Perjalanan Dinas

Jabatan dapat hanya menggunakan Daftar Pengeluaran Riil

sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf d.

Pertanggungiawaban biaya Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen bempa:

a. Fotokopi surat kepuhrsan pindah;

b. SPPD yang telah ditendatangani pihak yang benrenang;

c. kuitansi/bukti penerimaan untuk uang harian;

d. kuitansi/bulrti penerimaan untuk biaya Transport; dan

e. kuitansi/bukti penerimaan untuk biaya pengepakan dan

angkutan barang.

Pasal 21

PPTK/PPK-PD melakukan Perhitungan Rampung selumh bukti

pengeluaran biaya Perjalanan Dinas dan disampaikan kepada

Bendahara Pengeluaran.

PPTK/Bendatrara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran

Pembantu/PPK-PD berwenang untuk menilai kesesuaian dan

kewajaran atas biaya-biaya y{tg tercantum dalam daltar

pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Rincian biaya

perjalanan dinas.

(3) PPK-PD mengesahkan bukti pengeluaran sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dan menyampaikan kepada Bendahara Pengeluaran

sefoagai pertanggungiawaban UP/CU/TU atau bukti pengesahan

Surat Permintaan Membayar/Surat Permintaan Pencairan Dana

(SPM/ SP2D) LS Perjalanan Dinas.

Pasal 22

{1} Pejabat yang berwenang bertanggungiawab atas ketertiban

pelaksanaan Peraturan ini dalam lingkungan perangkat daerah

masing-masing.

(41

(1)

(21
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(21 Pejabat yang berwenang dan Pejabat/Pegawai yang melakukan

perjalanan dinas bertanggungiarvab sepenuhny'a atas kerugian

yang diderita oleh Negara sebagai akibat dari kesalahan,

kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungannya

dengan perjalanan dinas dimaksud.

Pihak-pihak yang melakukan pemalsuan dokumen, menaikkan

dari harga sebenarnya (mark upl, dan/atau Perjalanan Dinas

rangkap (dua kali atau lebih) dalam pertanggungiawaban

Perjalanan Dinas yang berakibat kerugian yang diderita oleh

negara, bertanggung jawab sepenuhnya atas seluruh tindakan

yang dilakukan.

Terhadap kerugian yang diderita oleh Negara sebagaimana

dimaksud pada ayat (21dan ayat (3) dapat dikenakan berupa:

a. tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan; dan

b. hukuman administrasi dan tindakan lainnya menumt

ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB xI
PENGENDALIAN INTERNAL

Pasal 23

Kepala Perangkat Daerah menyelenggarakan pengendalian

internal terhadap pelaksanaan perjal€rnan dinas.

Pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB xII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan

Bupati Nomor 70 Tahun 2A16 tentang Standar Biaya Tahun

Anggaran 2Ol7 (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2OL6

Nomor 7O) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

(3)

(4)

(1)

(2t

/
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Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Musi Rawas.

di Lubuklinggau
t 1r trr \ 2Ui

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal ,.t Aoril 2OL7

SEKRETARIS DAERAH

I RAWAS,

GUNAWAN

MUSI RAWAS TAHUN 2OL7 NOMOR .AI

Ditetapkan
pada tan
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